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ABSTRAK

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki daratéenéh) yang sangat
luas telah menjadikan persoalan tanah sebagai satahpersoalan yang paling
urgen di antara persoalan lainnya. Laju perkembamgembangunan membawa
konsekuensi meningkatnya akan kebutuhan tanah aehd@si pembangunan
sarana kepentingan umum. Hal ini sedikit banyaknakarpengaruh terhadap
keberadaan tanah rakyat. Sebagai pemegang hakaatds sekali waktu harus
merelakan kepemilikan tanahnya demi pembangunaitdasumum. Adanya
pergeseran paradigma masyarakat dari semangatikitbekmenjadi tradisi yang
individualistik juga menambah kompleksitas permaisah tanah ini.

Kenyataan tersebut, mendorong pemerintah untuk mamsuatu tata
aturan pertanahan. Terlepas dari kontroversi yatnglallkan, upaya pemerintah
tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antarankieyg@n pribadi Komunal)
dengan kepentingan umunpublic) demi terciptanya kemakmuran, keadilan dan
kesejahteraan rakyat seluruhnya. Dalam Islam, pknsdanah ini sering disebut
hima, yaitu tanah bangunan dan sumber-sumber kekayaag dipilih oleh
negara Kekhalifahan) untuk dipergunakan bagi kepentingan umum demi
mewujudkan kecukupan atas kebutuhan orang-orang iy@mbutuhkan. Konsep
yang dibangun oleh pemerintah nampaknya sejalagasieprinsip Islam. Adanya
perbedaan khususnya dalam konsep kepemilikan dagapgaan tanah untuk
kepentingan umum adalah hal yang wajar, menging@anya perbedaan konteks
zaman di mana Islam pertama kali turun dengan kowseékarang, khususnya di
Indonesia.

Secaranormatif, penelitian ini mengkaji mengenai konsep kepemilikan
tanah dan pengaturan pengadaan tanah untuk kegemtimum menurut hukum
Islam dan hukum agraria. Metode yang digunakannaaglanelitian ini adalah
studi pustaka liprary research) dengan menjadikan Undang-undang Pokok
Agraria dan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai anutenelitian. Analisis yang
dikembangkan adalakomparatif, yaitu membandingkan konsep kepemilikan
tanah dan pengaturan pengadaan tanah untuk kegemtimum menurut hukum
Islam dan hukum agraria untuk mendapatkan kesimpradag bersifatieskriptif.

Dalam hukum Islam kepemilikan ialah suatu ikataseseang dengan hak
miliknya yang disahkan syari'at dan merupakan hakiskis yang didapat si
pemilik, sehingga ia mempunyai hak menggunakanukefdak melakukan
pelanggaran yang digariskan oleh syari'at. Dalarkuhu Agraria kepemilikan
yaitu hak terkuat dan terpenuh, tetapi di atasadia hak pemerintah untuk
mempergunakan tanah demi kepentingan umum danikdmalt milik diberikan
ganti rugi. Dalam hukum Islam maupun hukum Agrap@merintah mempunyai
wewenang untuk memberikan tanah kepada rakyatnisuneasionalisasi tanah.
Tujuannya adalah untuk mengadakan pembagian yailgdad merata atas
sumber penghidupan rakyat yang berupa tanah. S#lgitujuan yang lainnya
adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuagyat,r dalam arti
kebahagian, kesejahteraan dan kemerdekaan dalayanalest dan negara hukum
Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyususkrmpsi ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Memdgama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Tanggal 10 Septeng®t Mo. 148 1987 dan No. 0543
b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah siebagkut:

A. Konsonan Tunggal

'}:;i)f Nama Huruf Latin Keterangan

J alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ b Be

O ta’ t Te

& sa’ $ Es (titik di atas)
z jim | Je

C ha h Ha (titik di bawah)
c kha kh Ka dan ha

R dal d De

3 zal zZ Zet (titik di atas)
) ra’ r Er

B zai z Zet

o sin S Es

g syin sy Es dan Ye
%) sad $ Es (titik di bawah)
Ua dad d De (titik di bawah)
L ta t Te (titik di bawah)
L za z Zet (titik di bawah)
a ‘ain l Koma terbalik (di atas)
a gain g Ge

s fa’ f Ef

3 qaf q Qi

il kaf k Ka

J lam I El

N mim m Em

O nun n En

E) wau w We

° ha’ h Ha

3 hamzah T Aprostrof

S ya y Ye
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B. Vokal

1. Vokal Tunggal

[72)

[7)

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
— Kasrah i [
~ Dammah u u
Contoh:
X - Kkataba
S - zukira
2. Vokal Rangkap
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf | Nama
S Fathah dan ya’ ai adani
5., Fathah dan waw au a dan
Contoh:
X - kaifa
Js - haula
C. Maddah
Harakat Nama Huruf dan Nama
dan Huruf tanda
TN Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di ata:
Gennsnn Kasrah dan y&’ 1 i dan garis di atas
K Dammah dan wau 0 u dan garis di ata
Contoh:
Jé&  -gla
<) -rani
J8 -qila
Jsu - yadilu



. Ta'. Marbatah

1. Ta’ marhatah hidup.
Ta’ marliutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, katmahdammabh,
transliterasinya adalah /t/.
Contoh:

Jib Y142, - raudatul aff
2. Ta’ markitah mati.
Ta’ markitah yang mati atau mendapat harakatisukransliterasinya adalah /h/
Contoh:
Al -talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta’' mtatv diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan keduatkatgpisah maka Ta’
marhitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

. Syaddah (Tasyad)

Syaddah atau tasyt dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah.

Contoh: )
u) - rabbaa
I - nazzala
i - al-birr

. Kata Sandang
1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditrdmsisikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan hyrahg sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh:

JaJl - ar-rajulu
ol - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti huruf gamariyyah ditraesdsikan sesuai
dengan huruf aturan yang digariskan di depan dsuespula dengan bunyinya.
Contoh:

ol - al-bad'u
JSA - al-jalalu



G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasidlangan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terlétad&ngah dan di akhir kata. Bila

hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilamipgican, karena dalam tulisan Arab
berupa alif.

Contoh:
oAl - takhuwzina

® o

£ st - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik f’il, isim maubpart, ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan hurab Audah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat ghimtangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirankgaijuga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh: )
OO0 DA e A (s - Wa innaliha lahuwa khairugzigin

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitalak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan jugand®ginaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapit@udakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanaadiri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapitaptéuruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

ey ¥ ¥ak Wy -Wa ma Muhammadun il rasil

Xi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Epadeeumat
manusia di muka bumi. Oleh karena itu, sudah merjadvajiban bagi
manusia untuk memelihara dan mengatur peruntukamsegara adil dan
berkelanjutan demi kelangsungan hidup umat manhai&,di masa sekarang
maupun masa yang akan datang.

Tanah merupakan salah satu harta di muka bumiSapanjang
sejarah peradaban umat manusia, tak jarang tanaih nmemberikan
problematika rumit dan tak mudah diselesaikan. iHiahdalah logis, karena
mengingat bahwa faktor yang paling utama di dalaementukan produksi
setiap fase peradaban adalah tanah.

Di Indonesia yangnota benememiliki daratan (tanah) luas, telah
menjadikan persoalan tanah sebagai salah satuars@ng paling urgen di
antara persoalan lainnya. Tak heran jika pascankgla merdeka, hal pertama
yang dilakukan oleh pemuka bangsa di kala itu &dptayek ‘tandrefornd
yang ditandai dengan diundangkannya UU No. 5 Tah@60 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarantuk selanjutnya disebut UURA

Suatu terobosan yang sangat revolusioner dilakubd@m UUPA yaitu



dihapusnya sistemDomain Verklaring.* Jelas hal ini sangat bertentangan
dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yahgsix adat, di mana

bukti autentik tidak dikenal sebelumnya dan hangmgandalkan asas saling
percaya.

Salah satu persoalan pertanahan yang nampaknyaexkianmenarik
perhatiaan para pengamat hukum khususnya dan ra&aygrada umumnya
adalah aturan perundang-undangan tentang pengadaaah untuk
kepentingan umum. Dikatakan demikian, karena di s#&i aturan hukum
pertanahan mampu menjaga dan mengamankan kepentdikah seseorang
atau institusi tertentu, namun di sisi yang laiengbn peraturan perundang-
undangan tersebut seseorang atau institusi tertatam hal ini sebagai
pemegang hak atas tanah sekali waktu harus relapasdan kepemilikan
tanahnya untuk kepentingan umum.

Sebagai bagian dari hukum Agraria nasional, peaatyrengadaan
tanah harus mengacu pada tujuan hukum Agraria melsgengan prinsip
keseimbangan antara kepentingan pribadi denganntiegan umum. Hak
atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidigdah dibenarkan, kalau
tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipexgam) semata-mata untuk
kepentingan pribadinya, melainkan wajib pula mernatkan kepentingan
umum. Ketentuan tersebut tidaklah berarti bahwaektipgan pribadi akan
terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Kemamti umum dan

kepentingan pribadi haruslah saling mengimbangngda akhirnya akan

! Sistem yang menentukan bahwa tanah yang tidak diipaktikan secarautentik,
maka dengan sendirinya menjadi milik negara. Alimsld ChomzahHukum Agraria: Pertanahan
Indonesiacet. | (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 200#4) 28.



tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan headpan rakyat
seluruhnya. Itulah yang menjadi tujuan dari UUPA.

Seiring dengan laju perkembangan pembangunan, rkal@tuhan
sarana kepentingan umum juga semakin meningkatagaetkonsekuensi
logisnya, kebutuhan akan tanah sebagai lokasi us&w&na pembangunan
tersebut akan meningkat pula. Pemerintah dalanmhs¢bagai pengada tanah
untuk kepentingan umum suatu saat akan memerlu&lbardpa bidang tanah
tertentu yang dimiliki oleh pemilik yang sah atasah tersebut.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan tanah unagerluan
pembangunan nasional serta untuk menarik minatsioveasing agar mau
menanamkan modalnya di dalam negeri, maka padaydahrgy Mei 2005
presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkanr@erNo. 36 tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Uyaing kemudian
nampaknya banyak mengundang kontroversi di kalangesyarakat.

Banyak kalangan menilai bahwa terbitnya Perpres38dahun 2005
tersebut berpotensi besar menggusur keberadadnraat yang menempati
tanah-tanah resmi maupun tidak resmi guna pembangtasilitas umum.
Selain itu, keberadaan Perpres tersebut dikhawsatinknya akan menjadi alat
legitimasi bagi pemerintah dan pihak swasta temtemttuk mengganti dan
menukar harta-harta wakaf demi pembangunan kegamtinmum yang tidak
jelas keberpihakannya pada masyarakat.

Negara dapat mencabut kepemilikan seseorang. Reamymi berasal

dari dua dasar hukum yaitu hakgendomyang tertuang dalam Pasal 570



Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakarsavaUU Agraria
tahun 1870 Agrarische Wet serta UUPA tahun 1960 Pasal 6, 18 dan 27.
Pasal 18 menyatakan bahwa "untuk kepentingan urtermasuk kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama kisat,rhak-hak atas tanah
dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yayaklaan menurut cara
yang diatur dengan undang-undang.”

Pada dasarnya aturan tentang pengadaan tanak kegentingan
umum di dalam Perpres tidak dapat dipersalahkaik, $xcara prosedural
maupun secara muatan atau materi hukum. Lalu bagaindengan Islam
yangnota benemerupakan sumber ajaran moral dan hukum untuk nh@nga
segala aspek kehidupan dengan bersumber kepada’ah@an as-Sunnah.
Hak-hak atas tanah (penggunaan tanah) yang aden dalam didasarkan
pada asas-asas yang berlaku di dalam hukum Isldamdengka untuk
kesejahteraan hidup manusia, baik kesejahteraamp hiddividu maupun
kesejahteraan sosial masyarakat secara umum.

Salah satu tindakan untuk mewujudkan "kepentingaom’, sebagai
jaminan bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang yaigirkngan dan
membutuhkan, Rasulullah saw menjadikéma daeratan-Nag;'>

Umar bin Khatab memperingatkan pegawainya agar regatpgnkan

hima (yang telah bertambah luasnya) bagi kepentingamgeorang yang

2 Tanah bangunan dan sumber-sumber kekayaan yarih difeh negara yang
memegang amanah kekhalifahan dari umatjuk dipergunakan bagi kepentingan umum dan
untuk mewujudkan kecukupan atas kebutuhan oranggoyang membutuhkan. http://eei.fe.umy.
ac.id/index.php?option=page&id=144&item=321, ak3kdMei 2009.

% Sebidang tanah yang memiliki sumber mata air @gafapg rumput, yang terletak sejauh
dua puluh pasrakh dari Madinah bagi kuda-kuda kawrslimin.



membutuhkan, bukan bagi orang-orang kaya dan mekudpnay untuk
menjagahimaini. Umar berkata: "Wahai Hunay, jagalah dirimuwidaanusia,
dan takutlah terhadap do'a orang yang dizalimi,ethkar do'a mereka
dikabulkan, masukkanlah Keima ini orang-orang yang membutuhkan dari
para pemilik unta dan gembala yang sedikit. Semamagah hewan gembala
Ibnu Affan dan Ibnu 'Auf untuk masuk Kema ini, karena keduanya itu
tergolong hartawan. Jika gembala miliknya binasalgaun, keduanya masih
dapat memanfaatkan pohon kurma dan ladangnya. §etarorang-orang
miskin ini, mereka akan berteriak: "Wahai amirul'minin, apakah padang
rumput lebih ringan bagi saya, ataukah hutang edaas perak?" Padang
rumput itu adalah hak mereka, dan tanah-tanahdalah milik Allah yang
sebagiannya dijadikan sebadaima harta Allah, dan kemudian dijadikan
sebagai perangkat dan modal untuk berjihad di jalkh.*

Umar juga berkata, "Semua harta kekayaan adalaik mllah dan
manusia adalah hamba Allah. Demi Allah, seandaimy&an-hewan yang
digembala itu tidak dipergunakan untuk berjihadatin Allah, niscaya aku
tidak jadikan tanah ini sebaghima sedikitpun, se-hasta demi se-hasta.” la
adalah kekayaan yang dipilih oleh negara dan d¢gadsebagai badan umum
untuk membiayai bentuk-bentuk kepentingan umuraldij Allah>

Uraian di atas itulah yang menjelaskan gambararahtanntuk

kepentingan umum negara dan masyarakat. Dasamgasaias yaitu orang-

4 Musthafa Husni as-Siba'iKehidupan Sosial Menurut Islam: Tuntunan Hidup
Bermasyarakatalih bahasa M. Abdai Ratoni, cet. Ill (Bandung: @ipgoro, 1988), him. 186.

5 Ibid., him. 187.



orang yang berhajat dan kaum berharta kecil yamgshdidahulukan untuk
mengambil kemanfaatan tanah tersebut melebihi eveangyy yang berharta
besar. Hal ini harus menjadi bahan perhatian, fidlak demikian, maka
pemilik modal kecil pasti akan hancur dan bebanarsegnakin bertambah
berat, kerana negara berkewajiban mencukupi keantuhereka beserta
keluarganya. Di sini kemaslahatan bersamalah yarigrdakan.

Dengan demikian, menjadi sangat jelas bahwa dastamltidak ada
diskriminasi serta melarang pelanggaran terhad&phalk masyarakat atau
individu, termasuk hak atas tanah. Konsep etik 'ideemakmuran rakyat
sebesar-besarnya” merupakan konsep pembangunan sgalgn dengan
dasar Islam. Adanya kenyataan seperti itulah yarggantarkan penyusun
untuk melakukan penelitian khususnya tentang peragadtanah untuk

kepentigan umum menurut hukum Islam dan hukum Aaydirindonesia.

. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi pakakalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep kepemilikan tanah yang diatundalzkum Islam dan
hukum Agraria di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pengaturan pengadaan tanah wpgaktikhgan umum

menurut hukum Islam dan hukum Agraria di Indonesia?



C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagekbe

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep kepemilikanhtaremg diatur
dalam hukum Islam dan hukum Agraria di Indonesia.

2. Untuk menjelaskan bagaimana konsep pengaturan gaagdaanah untuk
kepentingan umum menurut hukum Islam dan hukum wegrali
Indonesia.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan mampu memberi kontribusi yang berniliaiiah-akademis
dan memperkaya khasanah kepustakaan, khususnya dalang hukum
pertanahan.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menaninat peneliti lain
untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut khugaderkait dengan

topik penelitian di atas, sehingga menambah cakaaivau pengetahuan

D. Telaah Pustaka
Penelitian dengan tema pengadaan tanah untuk kegemtumum
bukan merupakan suatu hal yang sama sekali bamyaRapara peneliti
terdahulu yang telah melakukan penelitian terkaitgan tema permasalahan
ini. Di antaranya ialah penelitian yang dilakukaleho Soedharyo Soimin.

Dalam bukunya yang berjudStatus Hak dan Pembebasan Tanabedharyo



menjelaskan tentang aspek hukum pembebasan tamak pgmbanggunan
dengan ganti rudi.

Afzalur Rahman dengan judDloktrin Ekonomi Islam Jilid [IDalam
bukunya tersebut, Rahman menjelaskan tentang jemis-tanah yang
biasanya diberikan oleh para khalifah kepada rakgabagai bentuk
sumbangan. Jenis-jenis tanah tersebut adalah takhlkan, tanah kontrak,
tanah milik orang-orang Islam, tanah negara, tapatdul dan tanah bebés.
Rahman juga menjelaskan tentang kepemilikan taeatmasuk nasionalisasi
tanah. Menurut Rahman, nasionalisasi tanah di adglam mempunyai dua
sisi. Pertama, nasonalisasi itu ada karena semua tanah adaldh metjara
dalam suatu masyarakat Islakedua,kepemilikan pribadi karena pemegang
tanah berhak untuk memiliki sepanjang pemanfaatdiperhatikar?.

Sabahuddin Azmi dalam bukunya yang berjudehimbang Ekonomi
Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan PeBait al-Mal. Azmi
menjelaskan bahwa tanah wilayah taklukan merupakakayaan kaum
Muslimin yang tak dapat dicabut, kerena Khalifah d&drmenjadikan tanah
tersebut sebagai amanat bagi kepentingan umum kdmslim. Ini
mengimplikasikan bahwa, meskipun hak kepemilikaas atanah tersebut
menjadi milik negara Islam, akan tetapi bagi petem-Muslim pemilik tanah

dapat mewariskan dan menjual tanah tersebut. Datspandang prinsip-

S Soedharyo SoiminStatus Hak dan Pembebasan Tanagt, |l (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), him. 71-78.

7 Afzalur Rahman,Doktrin Ekonomi Islam alih bahasa Soeroyo Nastangin, cet. Il
(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), him. 213.

8 Ibid., him., 327.



prinsip keuangan Islam, kepemilikan tanah yanglkeakuan menjadi milik
negara.

Buku karangan R. Soehadi dengan judRényelesaian Sengketa
Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang KPdigraria. Di
dalamnya dijelaskan bahwa UUPA menghendaki supakaatas tanah yang
dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidakhlbfgergunakan semata-
mata hanya untuk kepentingan pribadi dengan sewemranangan tanpa
menghiraukan kepentingan masyarakat atau dengarelam¢arkan tanah
tersebut, sehingga tidak ada manfaatnya dan dapatgikan masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keaaassifat dari hak itu,
sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakahetara. Semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial, akan tetapiyadfungsi sosial ini tidak
berarti bahwa kepentingan perseorangan dikesanguingkelainkan tetap
dilindungi.*

Harun al Rashid dalam bukunygekilas Tentang Jual Beli Tanah:
Berikut Peraturan-peraturannyaBuku tersebut menjelaskan mengenai
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 197%8atey Ketentuan-

ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

® Sabahuddin AzmiMenimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep&akan
dan Peran Bait al- Malget. | (Bandung: Nuansa, 2005), him. 115.

19 R. SoehadiPenyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Bey&Kundang-
Undang Pokok AgrarigSurabaya: Karya Anda, t.t. ), him. 44.

1 |bid., him. 44-45.

2 Harun al RashidSekilas Tentang Jual Beli Tanah: Berikut Peratupsmaturannya
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), him. 288.
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Ramli Zein dalam bukuny&lak Pengelolaan dalam Sistem UUPA
Ramli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar danirmulgraria nasional
adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar l1845Umhdang-Undang
Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Para individu ad&lagian dari masyarakat
yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Kepgan yang ada pada
individu adalah kepentingan masyarakat demi kelamggsn hidup masyarakat
itu sendiri™®

Penelitian yang dilakukan oleh Mansyur dengan jutiebijakan
Pemerintah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umenspéktif Islam:
Studi Perpres No. 36 Tahun 200®alam skripsi ini dijelaskan bagaimana
kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan tanalk l&pentingan umum
serta bagaimana Islam memandang kepentingan uthum.

Terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Abdul Kari&auki Salim
dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Perubah@anah Wakaf Untuk
Pembangunan Kepentingan Umum: Studi Analisis Texpdthsal 41 UU No.
41 Tahun 2004 dan Perpres No. 36 Tahun 20@¥lam skripsinya tersebut,
penulis menjelaskan tentang definisi kepentingaruranmenurut Perpres

dalam UU No. 36 Tahun 2005. Selain itu, di dalamjoga dijelaskan tentang

3 Ramli Zein,Hak Pengelolaan dalam Sistem UURK}. | (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.),
him. 41.

14 Mansyur, “Kebijakan Pemerintah Pengadaan TanahukJri€epentingan Umum
Perspektif Islam: Studi Perpres No. 36 Tahun 200Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2006).
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adanya kemungkinan tanah wakaf bisa diubah atakadituntuk dibangun
sarana kepentingan umum dengan alasan pertimb&\gaR "

Penelitian ini dapat dkategorikan sebagai pengliianjutan dan
pendalaman dari penelitian-penelitian yang dilakula@eh para peneliti
terdahulu. Letak perbedaan penelitian ini dengarelg&n terdahulu adalah
pada analisis yang digunakan oleh peneliti yanalisis-komparatifdengan
membandingkan antara hukum Islam dengan hukum iagraaik dari segi
kepemilikan tanah maupun dari segi pengadaan tamahk kepentingan

umum.

E. Kerangka Teoretik

Di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakanvbaBumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sékualeh negara dan
dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran raldata-kata “dikuasai”
kadang masih menimbulkan multi interpretasi. Sekilkata “dikuasai’
menunjukkan negara adalah pemiliknya, padahal tigakikian.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Pokok AgraiaPA)
disebutkan juga bahwa negara (pemerintah) dinyatakenguasai “hanya”
menguasai tanah. Pengertian tanah “dikuasai” bakabkerarti “dimiliki,”
akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewetestemtu kepada negara
sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskearadegas di dalam Pasal

2 ayat (2) UUPA yang menegaskan, kewenangan negatah :

15 Abdul Karim Sauki Salim, “Tinjauan Hukum Islam tang Perubahan Tanah Wakaf
Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Studi Analigghadap Pasal 41 UU No.41 Tahun
2004 dan Perpres No. 36 Tahun 2005kripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (9006
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1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggur@esediaan
atau pemeliharaannya.

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat diputgai(bagian dari)
bumi, air dan ruang angkasa itu.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumraamtrang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai aimidan ruang
angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untukapaénsebesar-
besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adiindé&mur.

Pada prinsipnya hukum Agraria Indonesia mengen@u2) bentuk
pengadaan tanah, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyeftsiaratas tanah

(pembebasan hak atas tanah).
Perpres No. 36 Tahun 2005 memberikan definisi pbadsn tanah
adalah melepaskan hubungan hukum antara pemeg&ngths tanah
dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikdnrggnatas dasar
musyawarah.

2. Dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah.

Berdasarkan penjelasan umum UU No. 20 Tahun 19&datddipahami
bahwa sesungguhnya pencabutan hak atas tanah &dalahangan yang
diberikan oleh undang-undang kepada pemerintabndahl ini Presiden.
Bentuk kewenangan yang diberikan undang-undangaldalelakukan
tindakan dengan secara paksa mengambil dan memngaash seseorang

untuk kepentingan umum.
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Perbedaan yang menonjol antara pencabutan hakzatals dengan
pembebasan tanah ialah, jika dalam pencabutan tasktanah di lakukan
dengan cara paksa, maka dalam pembebasan tarkakkditadengan berdasar
atas asas musyawarabh.

Sebelumnya, di dalam Perpres No. 36 Tahun 2005tdkan secara
tegas bahwa bentuk pengadaan tanah dilakukan deagampembebasan hak
atas tanah dan dengan cara pencabutan hak atds fdaemun dengan
dikeluarkannya Perpres No. 65 Tahun 2006, di dadaimynya ditegaskan
bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara pesaloeba

Pencabutan hak atas tanah yang diatur di dalacmmgraladang adalah
apabila pemerintah mencabut suatu hak atas tareda yang berkepentingan
tidak dapat menolaknya, melainkan berhak mengajkiederatanya tentang
jumlah ganti rugi kepada pengadilan tinggi setemgah kepada yang
bersangkutan diberikan ganti rugi yang layak bendas pada nilai-nilai
yang nyatd®

Hak-hak atas tanah dalam Islam adalah sebagaimamaiath di
bawah init’

1. Tanah sebagai karunia Allah
Maksud tanah sebagai karunia Tuhan adalah bahvah tardh)

atau bumi merupakan anugerah Tuhan yang diberik@pada manusia,

16 A.P PerlindungarSerba Serbi Hukum Agrari@andung: Alugni, 1984), him. 30.

" Ahmad Ibrahimal-Wagfu wa Bagnu Ahlémihi (Mesir: Maktabah Wabah, 1943 M.),
him. 75.
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dikelola dan diatur untuk menunjang kesejahteramuph Dalam al-

Qur’an, Allah berfirman:
Baals o)V 3 Jel gl aSll 5L JB 3,

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia mendapat suatanah untuk
mengelola dan mengatur bumi demi menunjang kessgdrt bagi

kehidupannya. Selain itu dalam ayat yang lain, /Abarfirman:

ZO/'LJSU Lg.’quubf\!l,...

Dua ayat tersebut di atas adalah suatu bukti babwai (tanah)
disediakan untuk umat manusia dan makhluk yangyain
Hak milik diakui

Adapun maksud dari hak milik adalah hak untuk mimianah
atau hak untuk memindahkan hak tersebut kepada sgp selama tidak
bertentangan dengan peraturan, baik perundang-gadasegara maupun

agamet!

18al-Bagarah (2): 30.
¥ Had (11): 61.
20 Ar-Rahnin (55): 10.

2L Ahmad Ibrahimal-Wagfu wa Bagnu, him, 86.
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3. Asas pemeliharaan tanah
Asas ini menerangkan bahwa tanah itu harus dipaliha
dimanfaatkan dan didayagunakan untuk memenuhi futagegh yaitu
demi kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia.
4. Tanah mempunyai fungsi sosial
Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 6 dijelaskan bati®amua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosialfanah yang mempunyai fungsi
sosial adalah tanah yang mengandung potensi darbendsamn kontribusi
maslahat kepada masyarakat, bangsa dan negaraygekepemilikannya
tidak boleh dikuasai oleh seseorang secara bedebiklal ini sesuai
dengan apa yang ditegaskan dalanm UU No. 5 Tah&® Fasal 7,
bahwa: “Untuk tidak merugikan kepentingan umum mp&silikan dan
penguasaan tanah yang melampui batas tidak diperkan ">
Paradigma dasar yang harus dimengerti adalah balyas’at
Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, telah mampugatasi semua
problematika kehidupan umat manusia. Wahyu yangrudikan Tuhan
dan telah terformulasikan di dalam al-Qur'an metiihuatan tuntunan
suatu kemaslahatan. Oleh karena itu, dengan koadsal masyarakat
yang terus berkembang secara dinamis, semua kabijgng diambil
juga harus ditentukan variable-variablenya berd@asarprinsip-prinsip

kemaslahatan dan nilai-nilai etik-profetik Islams&but.

22 Boedi HarsonoHukum Agraria di Indonesjacet. | (Jakarta: Djambatan, 1981), him. 7.

% bid.
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Dalam figh, istilah kepentingan umum diseblitnaslahah al-ammah
Setidaknya ada lima kriterial-maslahah al-ammalang menjadi dasar dan
patokan para ulama, di antaranya adalah:

1. Al-maslahah al-ammahyaitu sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh
atau sebagian besar masyarakat, bukan oleh kelotagektu.

2. Selaras dengan tujuan syari’ah yang terangkum dalkntliyat al-khams.

3. Manfaat yang dimaksud harus nyatadhadiq) bukan sebatas pikiran
(wahm).

4. Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, hgdig, dan giyas.

5. Tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepesingmum lain
yang sederajat apalagi yang lebih bé&ar.

Berkaitan dengan pembebasan tanah, esensi yang Haelihara
yaitu asas keadilan dan di dalam al-Quran dijelagk@ndangan mengenai
keadilan demi untuk memelihara tubuh masyaraki@misnenetapkan prinsip
keadilan untuk seluruh umat manusia, al-Quran lddkam surat-surat
makkiyah maupun madaniyah mengutamakan dan menganjurkan agar
keadilan itu menjadi perhatian unfat.

Klasifikasi tanah yang berada dibawah kekuasaag waim menurut
Islam ada dua, yaitu:

1. Istila’ yaitu penguasaan melalui perang atau pembebasapextdudukan

lain tanpa kekerasan.

24 Mansyur, “Kebijakan Pemerintah, him. 10.

% Sayyid Qutub,Keadilan Sosial dalam Islamalih bahasa Afif Muhammad, cet. |
(Bandung: Pustaka, 1984), him. 148.
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2. lIstigrar, yaitu penguasaan tanah melalui pewarisan secara tamurun
atau alih milik dari orang lain dengan jual belbah dan lain-lairf®

Tanahistila’ biasanya ditinggalkan oleh pemiliknya yang gugaiach
peperangan atau melarikan diri, sehingga tanaleltetsmenjadi kosong.
Semua tanah yang tidak didiami maupun tidak dimibkeh seseorang
dianggap sebagai tanah negara dalam negara Islami Repentingan
masyarakat umum, pemerintah dapat memberikan ban&meah dari tanah
negara kepada rakyat yang membutuhkan bartfuan.

Pelaksanaan pemberian bantuan ini berbeda-beda. katinya
penerima bantuan hanya berhak mengambil keuntudgentanah tersebut
tanpa berhak memilikinya atau menjualnya. Ada kgapenerima bantuan
tanah tesebut diberi hak untuk memiliki tanah dageajberhak mengambil
keuntungan dari hasil tanah tersebut. Dalam halianiberhak menjual,
mewariskan dan lain-lafff. Pelaksanaan pemberian bantuan berupa tanah
kepada warganya dalam Islam disebut dengem. Igta’ adalah pemberian
izin pemilikan sebidang tanah tertentu oleh pent@hinkepada seseorang
untuk diambil manfaatny?.

Syari’at Islam telah menetapkan cara-cara yangbsa@aimana harta

(seperti tanah) boleh dijadikan hak milik persegean Menurut as-Say

% Talhah Hasan, “Figh Pertanahan,” dalam Masdar &s'ii (ed.)Teologi Tanahcet.
| (Jakarta: P3M, 1994), him. 92.

27 Afzalur RahmanpPoktrin Ekonomji him. 237.
2 |bid., him. 237.

29 7ahri Hamid,Harta dan Milik dalam Hukum Islancet. | (Yogyakarta: Bina Usaha,
1995), him. 69.
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cara-cara yang dibolehkan adalah melahy’ al-mawat, warisan, hibah,
pertukaran (jual beli), wasiat, wakaf, ghanimah d@dekah. Akan tetapi,
fugaha sepakat bahwa cara lain untuk memiliki taaddiah melaluigta’ dan

tahijir.%°

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisapsskni adalah
penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan mengkam pustaka yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas dan merag&yndang-undang
serta aturan yang relevan.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifatdeskriptif-analitis Maksud dari sifat
penelitian ini adalah penyusun menjelaskan dan orai@gn
permasalahan yang sedang diteliti, yaitu pertanadfarsusnya mengenai
konsep pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingarm baik
menurut hukum Islam maupun hukum Agraria di Inciene
3. Pengumpulan data
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustak&@deh karena itu,
penyusun menggunakan teknik dokumentasi di dalamgompulkan
data. Data yang sudah terkumpul kemudian dibagijaderiua bagian,

yaitu data primer dan data sekunder.

30 As-Suyuti, al-Asabah wa an-Nazajrcet. | (Beirut: Mu'asasah al-Kutubk-8agafih,
1994 M/1415 H), him. 397.
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a. Data primer
Yaitu peraturan Perundang-undangan tentang pedandaik dalam
UU No. 5 Tahun 1960 maupun Perpres No. 65 Tah® 26ntang
perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentargga&aan Tanah
Untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentingamtrBelain
itu, kitab-kitab figh yang membahas masalah pergadanah untuk
kepentingan umum juga menjadi data primer dalanelg&m ini.

b. Data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakagreide buku, dan
literatur lain, seperti akses dari internet yanghbbungan dengan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

4. Analisis data
Metode analisis data yang digunakan oleh penyusudathm
penelitian ini adalah:

a. Deduksi yaitu menarik suatu kesimpulan dari data-gang bersifat
umum menuju kesimpulan khusus dengan menggunakeatepan.

b. Komparatif, yaitu analisa dengan jalan membandingitengan data
yang satu dengan data yang lain, yang berbeda#dé diketahui
letak perbedaan dan persamaannya.

5. Pendekatan masalah
Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penefiiiadlalah
pendekatannormatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti

dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah ydag a
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G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima balBab I, berisi pendahuluan yang
terdiri dari latar belakang masalah untuk memberipanjelasan mengapa
penyusunan ini perlu dilakukan dan apa yang mélalakangi penyusunan.
Rumusan masalah dimaksudkan mempertegas pokok-poledalah yang
diteliti agar lebih fokus.

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaagyseman untuk
menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. rBapgentang telaah
pustaka yang dimaksudkan untuk melihat penelitemeptian yang telah
dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoretik Kgndkan untuk
menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaitaagkah-langkah
penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika panalsan adalah untuk
memberikan gambaran secara umum, sistematis, dagikorelatif mengenai
bahasan tentang penyusunan.

Bab Il dalam bab ini penyusun mengemukakan tinjawaom tentang
pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputserkepemilikan,
pengertian hak milik yang diatur dalam hukum Isldam hukum Agraria di
Indonesia, cara-cara memperoleh hak milik sertau$ram hak milik dalam
Islam dan hukum Agraria.

Bab Il penyusun mengemukakan konsep pengaturagapean tanah
untuk kepentingan umum dalam hukum Islam dan hukignaria di
Indonesia. Uraian dimulai dengan pengungkapan idekepentingan umum.

Memberikan pengertian tentang kepentingan umumridakéaal yang mudah,
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karena selain sangat rentan, penilaiannya jugaasasigektif dan masih
terlalu abstrak untuk dipahami. Oleh karena ituamhabab ini penyusun
mencoba menjelaskan pengertian kepentingan umuamdalam dan hukum
Agraria di Indonesia yang tentunya terkait dengangadaan tanah untuk
kepentingan umum.

Kemudian penjelasan mengenai ruang lingkup kepgeminumum. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui ruang lingkup kepgatinumum dalam
hukum Islam maupun hukum Agraria di Indonesia. $¥pHprinsip
kepentingan umum dalam hukum Islam dan hukum Agrarga menjadi
pembahasan dalam bab ini. Selain itu, mekanisméd@easan hak atas tanah
dalam hukum Islam dan hukum Agraria, serta nili@tnkeadilan yang
terkandung dalam pengadaan tanah untuk kepentimgeaum baik dari segi
hukum Islam maupun hukum Agraria juga dibahas.

Bab IV penyusun menganalisis seckomparatifantara hukum Islam
dan hukum Agraria mengenai konsep pengaturan peagathnah untuk
kepentingan umum, baik dari segi kepemilikan tamatdupun dari segi
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Bab V adalah bab penutup, berisi kesimpulan yangupadan
jawaban dari pokok masalah serta saran-saran laagipeneliti berikutnya

yang memiliki minat untuk melakukan penelitian terg topik yang sama.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam kepemilikan ialah suatu ikataresemng dengan hak
miliknya yang disahkan syari’at dan merupakan halkskis yang didapat si
pemilik, sehingga ia mempunyai hak menggunakarubejaak melakukan
pelanggaran yang digariskan oleh syari'at. Miliiga dapat didefinisikan
dengan hubungan manusia dengan benda yang ditataida syara’ dan
benda itu dikhususkan baginya.
Hanya Allah lah yang memiliki otoritas dan kuasa &@siua yang ada di
seluruh jagad raya ini, termasuk langit dan burmpat manusia berpijak
beserta penghuninya (seluruh makhluk). Allah yangneiptakan semua
yang ada di alam raya ini, hanya Dialah yang bedtak semuanya, baik
dalam menguasai, mengatur, menciptakan dan mengtkamcapa saja yang
dikehendaki-Nya.
Dalam hukum Agraria kepemilikan yaitu hak terkuat dampenuh, tetapi di
atas itu ada hak pemerintah untuk mempergunakaat tdemi kepentingan
umum dan pemilik hak milik diberikan ganti rugi. p@milikan tanah dalam
hukum agraria adalah kepemilikan mutlak. Pemilikéanah secara
individual mengandung arti, bahwa pemilikan tanang/ bersangkutan
dilakukan secara perseorangan, baik sendiri mabpwsama-sama dengan

orang atau orang lain, sebagaimana yang dinyatddam pasal 4 UUPA.

84
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Dalam Islam kepentingan umum adalah-maslahah al-ammah. Al-
maslahah al-ammah adalah kebutuhan nyata dari masyarakat manusiendala
kawasan tertentu. Kebutuhan serupa juga berkaigangsting dengan
kesejahteraan masyarakat, baik yang bersifat yainmaupun yang bersifat
batiniyah, dan juga berkaitan dengan hal-hal yammyangkut masalah
ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bersama.

Dalam hukum Agraria kepentingan umum adalah suaperkengan yang
menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandalogggn, suku
agama, status sosial, dan sebagainya. Pada dasaapga dikatakan
kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orammybk bahkan
termasuk hajat orang yang telah meninggal atau ater@ta lain hajat
semua orang. Dikatakan demikian karena orang yamgnggal pun masih
memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya.

. Ketika pemerintah akan mengambil tanah masyarakfikukepentingan
umum, harus ada proses ganti rugi dengan pemilikisggperti yang
dilakukan oleh Rasulullah saw, ketika mendapatkaahamilik beberapa
penduduk Madinah dalam rangka pembangunan masjtdkWwmendapatkan
tanah tersebut, beliau telah menganti uang kerugepada pemiliknya
menurut harga yang berlaku.

Baik dalam hukum Islam maupun hukum Agraria, pent@ninmempunyai
wewenang untuk memberikan tanah kepada rakyatnyduneésionalisasi
tanah. Tujuannya adalah untuk mengadakan pembagiag adil dan

merata atas sumber penghidupan rakyat yang bexnph.tSelain itu, tujuan
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yang lainnya adalah untuk mencapai sebesar-besdtegeakmuran rakyat,
dalam arti kebahagian, kesejahteraan dan kemendedk@am masyarakat
dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdalilatzen makmur.
Wewenang yang dimiliki oleh negara yang berpanglkala hak menguasai
tanah digunakan untuk menggatur dan menyelenggarp&euntukan dan
penggunaan tanah agar tidak terjadi monopoli pkamilikarena hal tersebut
bertentangan dengan UUPA Pasal 7 dan al-Qur'an slikdsyr (59): 7.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
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B. Saran-Saran
1. Pemerintah agar lebih memaksimalkan Perundang-gadarkhususnya
masalah pertanahan terlebih untuk ganti rugi yatigdan musyawarah
untuk mencapai mufakat agar tidak terjadi senglaatah.
2. Kurangnya sosialisasi dalam hukum pertanahan khyaugalam masalah
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehinggganakat banyak
yang belum mengerti.

3. Pemerintah agar menyesuaikan harga real tanah daiR.NJ
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Lampiran |

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS

No | Bab| HIm | Foot Terjemahan
Note
1. 14 | 18 |Ingatlah Ketika Tuhanmu berfirman kepada para

malaikat: sesungguhnya aku aku hendak menjadikan
seorang khalifah dimuka bumi.

2. 14 19 | Dia menjadikan kamu dari bumi, serta
memakmurkanmu, sebab itu minta ampunlah kamu...

3. I 14 | 20 | ...bumi ditetapkannya untuk makhluk sekalian.

4. | 1l 28 | 23 | Barang siapa yang membuka tanah yang bukan milik

seorangpun maka dialah yang berhak memilikinya.

5 1 1l 28 | 24 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
makan harta orang lain dengan jalan batil, kequali
dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama|suka
diantara kamu, janganlah kamu bunuh dirimu
(saudaramu) sesungguhnya Allah  penyayang
kepadamu.

6. Il 29 28 | Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua prang
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka |dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, |bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibynya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yangat bu
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetgpan




dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengets
lagi Maha Bijaksana.

33

37

hui

Tanah adalah kepunyaan Allah dan Rasul setelgh itu

barulah kamu maka siapa saja yang menghidu
tanah yang mati, maka tanah itu baginya dan t
ada hak bagi muhtajir setelah 3 tahun.

33

38

Siapa saja yang membabat (menghidupkan)sebi
tanah mati, maka tanah itu baginya, dan tidak a#s
bagi muhtajir setelah 3 tahun, yang demikian
karena mereka membiarkan yang telah mereka ta
dan batasi.

34

41

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah
mati, maka itu adalah miliknya, dan tidak ada
untuk keringat dan jerih payah seorang zalim, ar
berkata telah menghabarkan kepada saya orang
menceritakan hadis ini, bahwa ada seorang laki
yang menanam pohon pada sebidang tanah
laki-laki anshardari bani bayadah, maka kedug
meminta pendapat kepada Nabi saw maka
menetapkan tanah bagi laki-laki Anshar, ¢

pkan
dak

dang
1 h
itu
andai

yang
hak
wa
yang
Haki
milik
nya
nabi
jan

memutuskan bagi laki-laki yang satunya untuk

mencabut pohon tersebut, dia menggatakan,
melihat dia menebang pohon dengan menggun
kampak, dan ini berlaku untuk pohon-pohon lainny

10.

43

14

Supaya harta itu jangan hanya beredamntalia
orang-orang kaya saja, di antara kamu.

11.

48

22

Barang siapa yang membunuh seorang man
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain
bukan karena membuat kerusakan dimuka b
maka seakan-akan dia telah membunuh man
seluruhnya.

saya
akan
a

usi
atau
Lmi,
usia

12.

49

25

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak K
karena takut kemiskinan. Kamilah yang al
memberi rezki kepada mereka dan juga kepad:
sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu
yang besar.

amu

can

amu,
dosa

13.

49

26

Hai orang-orang yang beriman, peliharatitimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakg

irnya

adalah manusia dan batu: penjaganya malajkat-

malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai A
terhadap apa yang diperintahkanNya kepada me
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

lah
reka




14.

50

27

Hai orang-orang yang beriman, janganlaimika

saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ber|aku

dengan suka sama suka diantara kamu.

Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha penyayang bagimu.

15.

52

32

Barang siapa yang mati karena menjaga hart
maka matinya adalah syahid.

anya

16.

60

44

Dan pada harta-harta mereka ada hak uotakg

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak

mendapat bagian.

17.

68

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa-apa yaagda
langit dan apa yang ada di bumi.

18.

71

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
makan harta orang lain dengan jalan batil, kequali

dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama
diantara kamu, janganlah kamu bunuh diri

suka
mu

(saudaramu) sesungguhnya Allah  penyayang

kepadamu.

19.

77

16

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalasam
itu.

ru




Lampiran 11

1.

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhari.

Imam al-Bukfart nama lengkapnya adalah #Bbdill ah Muhammad
Ibn Muhammad aBukhari. Lahir di kota Bukbra pada tanggal 15 Syawal
194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaraeypunaikan ibadah
haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntotu melalui para fugah
dan muhaddin. la bermukim di Madinah dan menyusun kitab Tarikh al-
Kabir". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan @a@is dengan
seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para mdiaddialah dengan cara
melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, HuAgggala, dan
Mesir.

. Yiusuf al-Qardawi.

la dilahirkan di Shaft at-Turab, Mesir, pada 9 Segter 1926. la
menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekalbang al-Azhar.
Setelah itu, ia masuk Fakultas Ushuluddin di Unit@ssal-Azhar sampai
meraih gelar doktor. Al-Qardawi salah seorang pengammikiran hasan al-
Banna, salah seorang pendiri al-lkhwan al-Muslinflingga akhirnya ia
terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Pada tal@#y &l-Qardawi memimpin
dan menjadi dekan pertama di Fakultas Syari’ah Stadi Islam di Qatar.
Pada tahun 1413 H, ia mendapat penghargaan KinglFawsard karena
jasanya di bidang keislaman.

Abu al-‘Al a al-Maudidt

la dilahirkan di Aurangabad, Hyderabad, India, pa@8aSeptember
1903 (3 Rajab 1321 H). Pendidikan formalnya di Madha Faganiyat,
kemudian ia pindah ke Dar al-Ulim. Karena kesulimya, akhirnya ia putus
dari pendidikan formalnya dan belajar secara otididPada 1941, ia
bersama-sama dengan 70 teman-temannya, menditkén grganisasi yang
diberi nama Jami’'ah Islamiyah, suatu organisasigykih menampakkan
gerakan ideologi dari pada gerakan politik.

Prof. Dr Maria S.W. Sumardjono S.H.

Beliau lahir di Yogyakarta, 23 april 1943. menyeai&an pendidikan
di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarangurtali966. la
mendapatkan gelar Master Of Comparative Law (MCLJji @&outhhern
Methodist University Dallas, Texas, tahun 1978. selaiu ia juga
mendapatkan gelar Master Of Public AdministratistAP) tahun 1984 dan
gelar Doktoral (Ph.D) tahun 1988 dari University dern Calivornia, Los
Angeles, California. la pernah juga menjadi kooatton penyusun RUU
ketransmigrasian (1995), Penyusun Naskah Akademis tBfBng Mediasi
(1999), dan Penyusun Naskah Akademis dan RUU tentamgapilalihan
Tanah Untuk Kepentingan Umum (2000).
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005
TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatrhadap hak-hak atas tanah
yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan bagalpelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum, dipandang perlu mengubahtdtan Presiden Nomor 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksaRaarbangunan untuk

Kepentingan Umum;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Rédablbnesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@601 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoO®#i8)2

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentangnigama Pemakaian Tanah
Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran fdeBapublik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran NegaralRkepodonesia Nomor
2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Penaablak-Hak Atas Tanah
dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran MMeBapublik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran NegaralRkepodonesia Nomor
2324);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pend®amng (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang adaag Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum,;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Ndanbait8in 2005 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepamtidgaum diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berlabygigai berikut :

Pasal 1

1. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk nmegkdapganah dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan ataoyenahkan tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkangamtanah."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berisebggai berikut :
Pasal 2

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kegektingan umum
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksarddagan cara pelepasan
atau penyerahan hak atas tanabh.

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangondn kepentingan
umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditakdlengan cara jual
beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepaetara sukarela oleh pihak-
pihak yang bersangkutan. "

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagéit :
Pasal 3

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagalmeaksud dalam Pasal 2
dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadl@tas tanah."

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbabggai berikut :
Pasal 5

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksan&anerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Rasgng selanjutnya
dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah ataunR&intah Daerah, meliputi :

a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di at@sah, di ruang atas tanah,
ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minuntarsih, saluran
pembuangan air dan sanitasi;

b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunegapan lainnya;

pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, damtd;

fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul pendaggan bahaya banijir,

lahar, dan lain-lain bencana;

Qo

Vi



e. tempat pembuangan sampabh;
f. cagar alam dan cagar budaya,
g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik."

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pdsaib&inyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayahupgaten/kota
dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanabph&ten/kota yang
dibentuk oleh Bupati/Walikota

(2) Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Daerah Khusustibukakarta dibentuk
oleh Gubernur.

(3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabojfkata atau lebih,
dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tarahnpr yang dibentuk
oleh Gubernur.

(4) pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah psowatau lebih, dilakukan
dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibelgin Menteri Dalam
Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan uiamerintah Daerah
terkait.

(5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagadimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unmenangkat daerah terkait dan
unsur Badan Pertanahan Nasional."

6. Ketentuan Pasal 7 huruf ¢ diubah, sehingga Pasatblinyi sebagai berikut :
Pasal 7

Panitia pengadaan tanah bertugas :

a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tdratgunan, tanaman dan
benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tana fiaknya akan
dilepaskan atau diserahkan;

b. mengadakan penelitian mengenai status hukum taaaly yaknya akan
dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendoia;

c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang/aalkan dilepaskan atau
diserahkan;

d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada na&syayang terkena
rencana pembangunan dan/atau pemegang hak athsnangenai rencana
dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentusultasi publik baik
melalui tatap muka, media cetak, maupun media releikt agar dapat
diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena arencpembangunan
dan/atau pemegang hak atas tanah;

e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hakrathsdan instansi
pemerintah danl atau pemerintah daerah yang mekaerltanah dalam
rangka menetapkan bentuk danl atau besarnya gajiti r

Vi



f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepac pemegang hak
atas tanah, bangunan, tanaman, dan bendabengangmada di atas tanah;

g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahatdsatanah;

h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semiaspengadaan tanah
dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten."

. Menambah Pasal 7 A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7 A

Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih langit Menteri Keuangan setelah
berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan N#ésion

. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubahingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingamugang tidak dapat
dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata nkatgmpat atau lokasi lain,
maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu pdAnga 120 (seratus
dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggdamgan pertama.

(2) Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimanakdird pada ayat (1)
tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan temafetapkan besarnya
ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13f laudan menitipkan
ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang waiflayukumnya meliputi
lokasi tanah yang bersangkutan.

(3) Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah pgrata ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitidipkan uang ganti rugi
kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnyapuigliokasi tanah yang
bersangkutan."

. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagkut :
Pasal 13

Bentuk ganti rugi dapat berupa :

Uang; dan/atau

Tanah pengganti; dan/atau

Pemukiman kembali; dan/atau

Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yangsaagkutan.”

apop

10.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, sehifRgsal 15 berbunyi sebagai

berikut :

VIiI



Pasal 15

(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkas:at
a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyatal esebbnya dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalsrdasarkan
penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yangylikioleh panitia;
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkaterda yang
bertanggungjawab di bidang bangunan.
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkatrdaeyang bertanggung
jawab di bidang pertanian
(2) Dalam rankg menetapkan dasar perhitungan ganti kegnbaga/Tim Penilai
Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atauébour bagi Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11.Menambah Pasal baru antara Pasal 18 dan Pasal fjadnPasal 18A, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda sda di atasnya yang
haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti relgagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Presiden, karena dianggap jumlahnya gutagak, maka yang

bersangkutan dapat meminta banding kepada Peng&dilggi agar menetapkan
ganti rugi sesuai Undang- Undang Nomor 20 Tahunl li@@tang Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah dan Benda Benda yang ada dinpdaslan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Pemet@anti Kerugian oleh

Pengadilan Tinggi sehubungan dengan PencabutanHBlakAtas Tanah dan

Benda-Benda yang ada di Atasnya.”

Pasal Il

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangtgtiaghkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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